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Prakata

Bahan kuliah Profesi Kependidikan ini disusun untuk memenuhi kebu-
tuhan refrensin perkuliahan bagi mahasiswa. Dengan mata kuliah 

Profesi Kependidikan diharapkan mahasiswa akan memiliki kompetensi 
melalui pemahaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam kebiasaan 
berfikir dan bertindak yang relevan bagi seorang guru dalam konseling 
terhadap siswa, dan bagaimana perannya dalam pengelolaan pendidikan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penyusunan buku ajar ini mencoba 
menyesuaikan dengan materi yang tercakup dalam silabus sehingga isi dan 
strukturnya telah berbeda dengan sebelumnya.Guru yang profesional dan 
efektif merupakan kunci keberhasilan proses belajar mengajar.

Maka upaya meningkatkan kualitas guru harus dilakukan dengan 
secara terus menerus, dengan berdasar antara lain UU No. 20 tahun 2003 
tentang Sisdiknak, UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, PP No. 
19 tahun 2005,tentang Standar Nasional Pendidikan, juga Permendiknas 
No. 10 tahun 2009 tentang Setifikasi bagi guru dalam jabatan.

Penyusun menyadari bahwa baik-isi dan penulisan buku ini masih 
terdapat berbagai kelemahandan kekurangan. Demi penyempurnaan, 
penyusun tetap menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun. 
Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi pembaca dan pemngembangan 
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ilmu keprofesian pendidikan dalam rangka memajukan pendidikan nasio-
nal kta.Semoga Tuhan Yang Maha Esa tetap melindungi kita semua.

Medan, Oktober  2024

Tim Penyusun
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BAB I
RANAH PROFESI KEPENDIDIKAN

A.	 PENDAHULUAN
Perkembangan dalam bidang pendidikan_selama 30 tahun terakhir 
membawa berbagai masalah berkenaan dengan pengadaan dan pendaya-
gunaan Guru. Meliputi perhitungan kebutuhan, pengadaan dan penyebaran. 
Masalah penyebaran Guru dan ketidakcocokan latar belakang pendidikan 
dan penugasan Guru merupakan masalah yang sangat signifikan. Dalam 
menangani masalah,pemerintah telah melakukan berbagai upaya antara 
lain melalui penataran dan pemberian kesempatan tugas belajar. Perubahan 
dan perkembangan masyarakat·yang semakin maju menuntut profesi Guru 
menyesuaikan diri dengan perubahan dan kebutuhan masyarakat.

Perlu dilakukan perbaikan mendasar mengenai arah, pengembangan 
dan implementasi program kependidikan yang bertumpu pada standar 
profesioanal yang seharusnya yang telah ditetapkan,khususnya standar 
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profesi pendidik.Demikian juga mengenai penempatan, penggajian dan 
perlindungan karirnya.

Pelayanan pendidikan dalam kehidupan global menuntut standar 
profesi pendidik. Standar nasional pendidikan adalah criteria minimal 
tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum NKRI.

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah criteria kelayakan 
fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik adalah 
tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, 
pamong belajar,widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain 
yang sesuai dengan kekhususannya. Serta berpartisipasi dalam menye-
lenggarakan pendidikan (UU No 20 thn 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional).

Komitmen pemerintah terhadap penjaminan mutu makin kuat ditandai 
dengan lahirnya UU No 20 thn 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
UU No 14 thn 2005 tentang UU guru dan dosen, dan PP No 19 thn 2005 
tentang standar Nasional Pendidikan.

Pendidik yang telah bersertifikat akan dapat melaksanakan tugas 
profesionalnya dengan baik, dan berhak memperoleh penghasilan di atas 
kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial serta pengem-
bangan diri untuk menunjang peningkatan keprofesionalnya.

Pada saat nanti, semua guru baru harus memiliki sertifikat profesi 
pendidik sebelum diangkat menjadi guru. Sertifikat Profesi pendidik dibe-
rikan oleh satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi kepada 
calon pendidik dan pendidik sebagai pengakuan terhadap kompetensi 
untuk melaksanakan pekerjaan sebagai pendidik setelah lulus uji sertifikasi 
(kompetensi). Sertifikasi profesi pendidik merupakan proses pengujian 
kompetensi calon pendidik sebagai dasar pengakuan terhadap kompetensi 
untuk melakukan pekerjaan sebagai pendidik setelah lulus uji sertifikasi 
yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga 
sertifikasi. .

Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial yang wajib dimiliki 
seorang guru didasarkan pada UU RI No. 14 thn 2005 tentang guru dan 
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BAB II
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN GURU

A.	 Pengantar
Telah lama berkembang kesadaran publik bahwa tidak ada guru, tidak 
ada pendidikan formal. Telah muncul pula kesadaran bahwa tidak ada 
pendidikan mencukupi.Pada sisi lain, guru yang profesional nyaris tidak 
berdaya tanpa dukungan tenaga kependidikan yang profesional pula. Paralel 
dengan itu, muncul anggapan jangan bermimpi menghadirkan guru yang 
profesional, kecuali persyaratan pendidikan, kesejahteraan, perlindungan 
dan pemertabatan mereka terjamin.

Kesadaran untuk menghadirkan guru dan tenaga kependidikan yang 
profesional sebagai sumber daya utama pencerdas bangsa seperti disaji-
kan diatas,barangkali sama tuanya dengan sejarah peradaban pendidikan. 
Khusus untuk guru,dilihat dari dimensi sifat dan substansinya, setidaknya 
ada empat ranah (taxonomy) yang tersedia untuk mewujudkan guru yang 
benar- benar profesional.Keempat ranah dimaksud disajikan berikut ini:
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1.	 Penyediaan guru berbasis perguruan tinggi.
2.	 Induksi guru pemula berbasis sekolah
3.	 Profesionalisasi guru berbasis prakarsa institusi
4.	 Profesionalisasi guru berbasis individu

B.	 Penyediaan Guru
Berkaitan dengan penyediaan guru, Undang-Undang No. 14 tahun 
2005tentang Guru dan Dosen dan peraturan pemerintah No. 74 tahun 2008 
tentang guru telah menggariskan bahwa hal itu menjadi kewenagan lembaga 
pendidikan tenga kependidikan, yang dalam buku ini disebut penyediaan 
guru berbasis perguruan tinggi. Menurut dua pokok hukum ini, lembaga 
pendidikan tenaga kepandidikan dimaksud adalah perguruan tinggi yang 
diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan 
guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 
dasar, dan atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan 
mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.

Guru dimaksud harus memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurang-
nya s1/d-IV dan bersertifikat pendidik. Jika seorang guru telah memiliki 
keduanya,statusnya diakui oleh negara sebagai guru profesional. Pada sisi 
lain, baik UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maupun PP 
No. 74 tentang guru, telah mengamanatkan bahwa ke depan, hanya yang 
berkualifikasi S1/D-IV bidang kependidikan dan nonkependidikan yang 
memenuhi syarat sebagai guru.

Beberapa amanat penting yang dapat disadap dari dua produk hukum 
ini.Pertama, calon peserta pendidik profesiberkualifikasi S1/D-IV. Kedua, 
sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi 
yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program peng-
adaan tenaga maupun masyarakat dan ditetapkan oleh pemerintah. Ketiga, 
sertifikasi pendidik Keempat, jumlah peserta didik program pendidikan 
profesi seriap tahun ditetapkan oleh Menteri. Kelima, program pendidikan 
protesi diakhin uji kompetensi pendidik. Keenam, uji kompetensi pendidik 
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BAB III
 PENGEMBANGAN PROFESI DAN KARIR

A.	 Alasan Esensial
Dan pengembangan secara kontinyu. Kegiatan pembinaan dan pengem-
bangan untuk pembelajaran yang efektif, dilakukan atas dasar prakarsa 
pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggaran satuan pendidikan, asosi-
asi guru, guru secara pribadi dan lain-lain. Secara umum kegiatan itu dimak-
sudkan untuk merangsang,memelihara dan meningkatkan kompetensi guru 
dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan dan pembelajaran yag 
berdampak pada peningkatan mutu belajar siswa.

Penididikan, pelatihan dan pengembangan merupakan proses yang 
ditempuh guru pada saat menjalani tugas-tugas kedinasan. Kegiatan ini 
secara beragam dan berspektrum luas dengan tujuan untuk meningkatkan 
kompetensi,keterampilan, sikap, pemahaman dan performasi yang dibu-
tuhkan oleh guru saat ini dan dimasa mendatang. Dibanyak negara saat ini 
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berkembang kecenderungan-kecenderungan baru dalam diklatbang tenaga 
kependidikan, terutama tenaga guru.

Kecenderungan-kecenderungan baru dimaksud adalah: 1) Berbasis 
pada program penelitian. 2) Menyiapkan guru untuk menguji dan mengak-
ses kemampuan praktis dirinya. 3) diorganisasikan dengan pendekatan kole-
gialitas. 4)Berfokus pada partisipasi guru dalam proses pembuatan kepu-
tusan mengenai isu-isu esensial di lingkungan sekolah, dan 5) membantu 
guru-guru yang dipandang masih lemah pada beberapa aspek tertentu dari 
kompetensinya. Dengan demikian,di lingkungan pendidikan, kegiatan ini 
merujuk kepada peluang-peluang belajar (learning opportunities) yang 
didesain secara sengaja untuk emmbantu pertumbuhan profesional guru. 
Lebih spesifik, ia dimaksutkan untuk meningkatkan dan mengembangkan 
kemampuan pribadi, profesional dan sosial guru,bahkan dilakukan sebagai 
wahana promosi.

Alasan esensial lain diperlukannya pembinaan dan pengembangan 
guru adalah karakteristik tugas yang terus berkembang seirama dengan 
perkembangan ipteks, disamping reformasi intemnal pendidikan itu sendiri. 
Secara umum kegiatan ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu metode-
metode praktis (on-the-jobiraining and development) dan teknik-teknik 
presentasi atau metode-metode simulasi (off-the-job training anal develop-
ment). Metode- metode praktis terdiri dari pelatihan industri pekerjaan, 
magang, internsip, asistensip atau penugasan sementara, rotasi jabatan, 
perencanaan karir pribadi, pelatihan aksekutif, asisten kepenyeliaan (peng-
arahan, konseling dan monitoring). Teknik-teknik presentasi inforillasi dan 
metode-metode simulasi meliputi metode kursus formal, pelatihan oleh 
diri sendiri (pengajaran berprograma,membaca, kursus korespondensi), 
pelatihan oleh khusus, management games, pusat-pusat asesmen), bermain 
pecan,presentasi video,pelatihan laboratoris dan metode konferensi.

Ringkasan rambu-rambu umum standar kompetensi guru, disajikan 
pada tabel 1berikut ini:
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BAB V
PERAN DAN TUGAS GURU

A.	 Peran Guru di Sekolah
Seperti dijelaskan sebelumnya, guru bermakna sebagai pendidik menga-
rahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur profe-
sionalitas tertentu yang tercermin dari kompetensi,kemahiran,kecakapan 
atau keterampilan yang memenuhi standar mutu atau norma etik tertentu. 
Sejalan dengan itu, guiu memiliki peran yang bersifat multi fungsi, lebih dari 
sekadar yang tertuang pada produk hokum tentang guru,seperti UU No. 14 
tahin 2005tentang guru dan dosen dan PP No. 74 tentang guru. Mujtahid 
(2010)mengemukakan bahwa guru berperan sebagai perancang, penggerak-
evaluator dan motivaor.Oleh Mujtahid (2010) sebagaimana termuat dalam 
http://mujtahid- komunitaspendidikan.blogspot.com peran guru dalam 
administrasi sekolah,termasuk madrasah, dideskripsikan seperti berikut ini.

Guru Sebagai Perancang

http://mujtahid-komunitaspendidikan.blogspot.com/
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1.	 Untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan utama sekolah, maka 
tugas pembelajaran, menyusun kegiatan mahasiswa,menyusun kebu-
tuhan sarana prasarana dan megestimasi sumber-sumber pembiayaan 
Operasional sekolah, dan instansi terkait. Dalam melaksanakan tugas 
pokok tersebut,ada beberapa hal Mengerti dan memahami Visi,Misi 
dan tujuan lembagasekolah atau madrasah.

2.	 Guru dapat menjabarkannya kedalam sebuah isi kurukulum dan 
penciptaankultursekolah, serta membangun penguatan kelembaga-
anyangsehat dan berkualitas. Semua kegiatan itu diatministrasikan 
sedemikianrupa,sehinggakontinyuasinya tidak mengalami kendala. 
Menganalisis data data yang terkait masalah Tersimpana

3.	 sistematis, seperti proses rekuitmen siswa, masaorientasi siswa,proses-
pembelajaran, Mampu mengembangkan program-program pencip-
taan inovasi sekolah,khususnyadi bidangpendidikan dan khusus yang 
bermanfat

4.	 Guru sebagai Penggerak
Guru juga dikatakan sebagai penggerak, yaitu mobilisator yang mendo-
rong dan menggerakkan sistem organisasi sekolah. Untuk melaksana-
kan fungsi-fungsi tersebut, seorang guru harus memiliki kemampuan 
intelektual dan kepribadian yang kuat. Kemampuan intelektual, misal-
nya mempunyai jiwa visioner,creator, peneliti, jiwa rasional dan jiwa 
untuk maju. Kepribadian,seperti wibawa, luwes, adil dan bijaksana, 
arif dan jujur, sikap obyektif dalam mengambil keputusan,toleransi 
dan tanggungjawab, komitmen, disiplin, dan lain-lain.

Untuk mendorong dan menggerakkan sistem sekolah yang maju 
memang dibutuhkan kemampuan brilian tersebut guna mengefektif-
kan kinerja sumber daya manusia secara maksimal dan berkelanjutan. 
Sebab, jika pola ini dapat terbangun secara kolektif dan dilaksanakan 
dengan sungguh-sungguh oleh guru, maka akan muncul perubahan 
besar dalam sistem manajemen sekolah yang efektif. Melalui cita-cita 
dan visi besar inilah guru sebagai agen penggerak diharapkan mempu-
nyai rasa tanggungjawab, rasa memiliki, serta rasa ingin memajukan 
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BAB VI
PROFESIONALISASI BIDANG 

KEADMINISTRASIAN PENDIDIKAN

A.	 Esensi Administrasi Pendidikan
Administrasi pada universitas Chicago pernah menulis bahwa didunia ini 
tidak ada world than administration.Tulisannya itu memang mengejutkan 
banyak orang,mengundang perdebatan sekaligus melahirkan. Pernyataan 
ini sekaligus mencerminkan kuatnya tuntutan akan sistem administrasi 
yang dikelola secara professional oleh orang-orang yang professional pula. 
Kehadiran mereka yang profesional ini akan sangat.

Sering kita menjumpai staf tata usaha kantor atau sekolah memerlukan 
waktu berjam-jam untuk mencari arsip sebuah surat, karena sistem peng-
arsipan yang kacau. Orang tua siswa kadang-kadang perlu waktu beberapa 
hari untuk mendapatkan surat persetujuan pindah anaknya kesekolah lain, 
karena tidak ada standar operasi dan prosedur kerja dilihat dari perspektif 
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waktu. Demikian dibidang keadmínistrasian pendidikan pun, profesiona-
lisasi harus terus ditumbuh kembangkan.

Seorang guru memerlukan waktu berjam-jam atau mungkin berhari-
hari baru mendapatkan dokumer penetapan kenaikan pangkat atau berkala-
nya yang terakhir, karena menyimpannya disembarang tempat secara acak. 
Bahkan, bukan tidak mungkin seorang administrator sekolah memerlukan 
waktu lama untuk mendapatkan dokumen faksimili sangat penting, yang 
diterima seminggu lalu dari kantor pusat atau dari rekaman. Inilah bagian 
dari bukti bahwa pernyataan Albert Lepawsky di atas ada benarnya.

Berbeda dengan institusi yang serba tertib. Dokumen ini di sini 
dokumen seterusnya. Kesemuanya bisa ditemukan dalam hitungan menit, 
bahkan detik waktu berjam-jam untuk menemukan dokumen atau arsip 
tertentu. Bukankah staf satu alat kerja yang nyaris tidak bernilai ekonomis, 
seperti penggaris, gunting,pisau silet, tali rapia dan sebagainya.

Ketika semua urusan lancar, dia tidak ingat dengan administrasi,apa-
lagi terlambat, dia serta-merta mengatakan bahwa administrasinya tidak 
beres. Ketika tersusun rapi, pemeriksa kantor katakanlah tatalaksana itu 
penting akan mengatakan sistem administrasinya tidak munekan banyak 
pemanehu kepentingan memandan g sangat mungkin hanya cenderung 
mengingatuangnya,bukanadministrasinya.

Jika urusan lancar bukan karena mempersepsi bahwa adminisrasi itu 
memang harus lancar, tapi uanglah yang memperlancarnya.

Sebelum merumuskan definisi administrasi pendidikan, ada baiknya 
dirumuskan terlebih dahulu definisi administrasi.Istilah administrasi yang 
kerap merupakan padanan kata administration, dalam bahasa Inggris. 
Kata dasarnya adalah to administrate yang berarti mengadministrasikan. 
Istilah lain yang kita kenal serumpun dengan ini yaitu administrating yang 
berarti pengadministrasian atau keadministrasian. Sangat banyak defenisi 
administrasi sangat mungkin sebanyak ahli yang merumuskannya. Bahkan 
begitu bersemangat, seorang penulis atau ahli merumuskan beberapa defi-
nisi administrasi dan diakui sebagai asli miliknya.

Menurut Djam’an Satori (2006, administrasi pendidikan adalah keselu-
ruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan 
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BAB VII
Keprofesian Bidang Kepala Sekolah

A.	 Fungsi Kepala Sekolah
Guru 
Karena itu, ia harus professional sebagai guru sekaligus sebagai kepala yang 
berdimensi luas. Kepala sekolah dapat memerankan banyak fungsi,yang 
orangnya sama,tetapi topinya yang berbeda.

Di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (yang sekarang 
berganti nama menjadi Kementrian Pendidikan Nasional, Kemendiknas) 
telah cukup lama dikembangkan paradigma baru administrasi atau mana-
jemen pendidikan,dimana kepala sekolah minimal harus mampu berfungsi 
sebagai edukator, manager,administrator, supervisor, leader, innovator 
dan motivator disingkat EMALIM.Jika merujuk pada Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor. 13 tahun 2007 tentang 
standar kepala sekolah/madrasah, kepala sekolah juga berjiwa wirausaha 
atau entrepreneur
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Kepala sekolah sebagai educator
Sebagai edukator kepala sekolah berfungsi menciptakan Iklim sekolah yang 
kondusif, memberikan nasihat kepada warga sekolah, memberikan,men-
dorong guru dan tenaga kependidikan untuk berbuat serta melaksanakan 
model pembelajaran yang menarik. Sebagai edukator, kepala sekolah harus 
mampu menganalisasi pengajaran tim, moving claa, pengembangan sekolah 
bertaraf internasional, kelas unggulan dan mengadakan program akselerasi 
bagi siswa yang cerdas diatas normal.

Sebagai edukator juga, kepala sekolah perlu berupaya meningkat-
kan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Upaya yang dapat 
dilakukan dalam peningkatan kinerja guru dan tenaga kepenidikan, serta 
prestasi belajar penataran atau pelatihan untuk menambah wawasannya. 
Kedua,memberikan kesempatan kepada guru-guru untukmeningkatkan 
pengetahuan dan keterampilannya dengan belajar ke jenjang pendidikan 
yang lebih tinggi. Ketiga,menggunakan waktu belajar secara efektif disekolah 
dengan cara mendorong guru Kelima,mengoptimasikan ruang kerja guru 
sebagai wahana tukar pengalaman

Kepala Sekolah sebagai Manajer
Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai manajer, kepala 
kependidikan melalui persaingan delatn kebersamaan,memberikan kesem-
patan keterlibatan seluruh guru dan tenaga kependidikan dalam berbagai 
kegiatan yang mengoptimasi dan mengakses sumber daya sekolah untuk 
mewujutkan visi,misi kerangka pengelolaan sekolah, sebagai manajer 
keunggulan,mufakat,esatuan,persatuan,antusiasme,keakraban dan asas 
integritas. Kepala sekolah diwujudkan dengan penyusunan program,me-
ngorganisasikan personalia,memberdayakan guru dan tenaga kependi-
dikan, serta mendayagunakan sumber mampu mendelegasikan tugas, 
mengalokasikan pekerjaan, menetapkan standar kualitas,memonitor hasil, 
mengontrol biaya dan lain-lain.



89

BAB VII
KEPROFESIAN BIDANG KEPENGAWASAN 

SEKOLAH

A.	 Jabatan Supervison Sekolah
Fungsi supervisi itu antara lain dilakukan oleh pengawas sekolah yang 
dalam konteks UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 
masuk dalam rumpun tenaga kependidikan. Di dalam Sikdiknas disebutkan 
bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi pengelo-
laan pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang 
proses pendidikan pada satuan pendidkan, Tenaga kependidikan dimaksud 
meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, 
peneliti,pengembang, pustawan,laboran dan teknisi sumber beljar. Jabatan 
pengawas yáng antara lain tugasnya melakukan supervisi sekolah dan 
orangnya disebut sebagai supervitor sekolah.

Didalam Pereturan ini yang dimaksud dengan Pengawasan Sekolah 
adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas untuk melakukan 
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pengawasan dengan meleksanakan penilaian dan pembinaan dari segi 
teknis Pendidikan dan administrasi pada satuan pendidkan anak usia dini 
formal (PAUD), yang dulu sering disebut pendidikan prasekolah , dasar, 
dan menengah. Sebagai tenaga fungsional kependidikan, jabatan pengawas 
selanjutnya dibuat penjenjangan sebagaimana jabatan guru. Dengan demi-
kian jabatan pengawas telah diakui secara resmi sebagai jabatan fungsional. 
Jabatan tersebut mencerminkan kompetensi dan profesional dalam pelak-
sanaan tugas sebagaimana jabatan fungsional lainnya.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Tentang 
Guru, pengawas sekolah masuk rumpun guru. Ini berarti produk hukum 
yang mengatur masalah pengawas dan angka kreditnya seperti disebutkan 
diatas akan tereduksi dengan sendirinya. Dalam PP No. 74 Tahun 2008 pada 
prinsipnya “guru” itu ada tiga, yaitu guru, guru dengan tugas tambahan 
sebagai kepala sekolah dan guru dalam, jabatan pengawas. Dengan demi-
kian, pengawasan merupakan jabatan, sedangkan stastusnya “tetap” sebagai 
guru. Dalam No. 74Tahun 2008 disebutkan bahwa guru yang diangkat 
dalam jabatan pengawas satuan pendidikan tetap diberi tunjangan profesi 
guru apabila yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik 
yang : (1) berpenggalan sebagai guru sekurang-kurangnya pembimbingan 
dan pelatihan profesianal 8 tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 
4 tahun, (2) memenuhi persyaratan akademik sebagai guru sesuai dengan 
Peraturan perundang-undangan, (3) memiliki sertifikat pendidik, dan (4) 
melakukan tugas Guru dan tugas pengawasan.

B.	 Tugas Pokok Pengawas Sekolah
Sebagai tenaga profesional, pengawas sekolah mempunyai tugas yang cukup 
luas. Nana Sudjana (2006) mengemukakan behwa tugas pokok pengawas 
sekolah adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan 
fungsi-fungsi supervisi, baik baik supervisi akademik maupun supervisi 
mangerial.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatas menurut Nana Sudjana 
(2006) minimal ada tiga kegiatan yang harus dilaksanakan pengawas yakni:
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BAB IX
PROFESI SUPERVISOR DAN SUPERVISI 

PEMBELAJARAN

A.	 Defenisi Supervisi
Secara etimologi, istilah supervisi berasal dari bahasa Inggris “supervision” 
yang berarti pengawasan. pelaku atau pelaksananya disebut supervisor 
dan orang yang disupervisi disebut subjek supervisi alat supervises.Secara 
morfologis, supervisi terdiri dari dua kata, yaitu Super (atas) dan vision 
(pandang,lihat, tilik, amati dan awasi). Supervisi, karenanya dibèri makna 
melihat, melirik, memandang, memilik,mengainah, atau mengawasi dari 
atas.pelakunya disebut supervisor, yang kedudukannya lebih tingg atau di 
atas orang-orang yang disupervisi. makna etimologis ini selalu dalam tafsir 
hubungan antar subjek, sehingga tidak berlaku untuk supervisi pabrik, 
supervisi kerusakan jalan,supervisi bangunan, supervisi taman sekolah 
dan sebagainya.
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Secara semantik atau per defenisi, istilah supervisi dirumuskan oleh 
banyak para pakar seperti berikut ini. Kimball Wiles_incruniuskan super-
visi sebagai bantuan pengembangan situasi belajar agar lebih assistance in 
the development of a better teaching situation”, Ádam dan Dickey super-
visi sebagai pelayanan khususnya menyangkut perbaikan proses belajar 
mengajar.

Secara lebih komprehensif dibandingkan dengan rumusan diatas,hoar-
dinan et al. merumuskan bahwa, supervisi adalah salah satu usaha mensti-
mulir mengkoordinasi dan membimbing secara_kontinyu pertumbuhan 
guru-guru di sekolah, baik seçara indiyidual maupun secara kolektif, agar 
lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi peng-
ajaran, dengan demikian mereka dapat menstimulir dan membimbing 
pertumbuhan tiap-tiap murid secara kontinyu, sefta mampu dan lebih 
cakap berpartisipasi dalam masyarakat demokrasi moder. Penulis Indonesia, 
Wilem Mantja (2007)mengemukakan bahwa supervisi dapat didefenisikan 
sebagai kegiatan supervisor yang dilakukan untuk perbaikan proses belajar 
mengajar. Dia menjelaskan bahwa ada dua tujuan yang harus terwujudkan 
oleh supervisi, yaitu perbaikan profesionalisme guru dan peningkatan mutu 
pendidikan.

Menurut Adams dan Dickey (1959) dalam buku mereka Basic Principle 
of Supervision, supervisi adalah program berencana untuk memperbaiki 
pengajaran yang ada hakikatnya adalah perbaikan belajar dan mengajar. 
Good Carter merumuskan pengertian supervisi adalah usaha dari petugas- 
petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas lainnya, dalam 
memperbaiki pengajaran,termasuk menstimulir, menyeleksi pertumbuhan 
jabatan dan perkembangan guru-guru dan merevisi tujuan-tujuan pendi-
dikan, bahan-bahan pengajaran, dan metode

bahwa supervisi adalah pelayanan kepada guru-guru yang bertujuan 
menghasilkan supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan 
untuk membantu guru dan pegawai sekolah dalam melakukan peker-
jaan secara efektif. McNemney (1951) mendefenisikan supervisi sebagai 
suatu prosedur memberi arah dan mengadakan penilaian kritis terhadap 
proses pengajaran. Bagi Burton dan Bruckner (1955), supervisi merupakan 
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BAB X
PROFESI SUPERVISI KLINIS UNTUK 

PERBAIKAN PEMBELAJARAN

A.	 Defenisi Supervisi Klinis
Supervisi klinis adalah bantuan profesional kesejawatan oleh supervisor 
kepada guru yang mengalami masalah dalam pembelajaran agar yang 
bersangkutan dapat mengatasi masalahnya dengan menempuh langkah 
yang sistematis, dimulai dari tahap perencanaan, pengamatan perilaku 
guru mengajar,analisis perilaku, dan tindak lanjut. Supervisi klinis adalah 
proses bantuan atau terapi profesional yang berfokus pada upaya perbaikan 
pembelajaran melahui proses siklikal yang sistematis dimulai dari peren-
canaan, pengamatan dan analisis yang intensif terhadap penampilan guru 
dengan tujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.

Dari situs www.llh.com.sg diperoleh rumusan supervisi klinis sebagai 
“A formal process of profesional support and learning that enables individual 
practitioners to develop knowledge and competence,assume responsibility 

http://www.llh.com.sg/
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for their own practice in a wide of situations”. Supervisi klinis merupa-
kan sebuah proses formal berbentuk dukungan profesional dan belajar 
yang memungkinkan individu praktis mengembangkan pengetahuan dan 
kompetensi. Serta memegang tanggung jawab bagi tindakan-tindakan 
praktis pada situasi yang lebih lugas.Bordersr et al. (1991) merumuskan, “ 
Clinical supervision is the constructio of individualized learning plans of 
supervises working with clients. “Supervisi klinis adalah kontruksi rencana 
pembelajaran individual bagi yang disupervisi agar bisa bekerja efektif 
dengan kliennya.

B.	 Ciri-ciri Supervisi Klinis
Karenanya,hal itu memerlukan dua keahlian. Pertama, identifikasi masalah.
yang disupervisi dapat berpartisipasisebagai koterapis untuk melakukan

Perbedaannya dengan supervisi yang lain adalah prosedur pelaksanaannya 
selama proses pembelajaran dan kemudian langsung diusahakan 
perbaikan atas bercirikan seperti berikut ini

1.	 Bimbingan supervisor pengajaran kepada hubungan/pembantuan,bu-
kan hubungan perintah atau instruksiguru bersifat keterampilan yang 
paling penting merupakan hasil diskusi bersama

2.	 Instrumen supervisi klinis dikembangkan dan disepakati bersama 
antara guru dengan supervisor

3.	 Guru melakukan persiapan dengan mengidentifikasi aspek kele-
mahan-kelemahannya yang dipandang perlu diperbaiki

4.	 Pelaksanaannya supervisi klinis selayaknya teknik observasi kelas.
5.	 Umpan balik atau balikan diberikan dengan segera dan bersifat obyek-

tif.
6.	 guru hendaknya menganalisis penampilannya
7.	 Supervisor lebih banyak bertanya dan mendengarkan daripada meme-

rintah atau mengarahkan guru.
8.	 Supervisor dan guru berada atau menciptakan kondisi dalam keadaan 

atau suasana akrab dan terbuka
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BAB XI
BIMBINGAN DAN KONSELING

A.	 Latar Belakang Sejarah Perkembangan
Secara histories Bimbingan dan Konseling di Indonesia masuk dan 
berkembang melalui dunia pendidikan, yang agak berbeda dengan asal-
nya bimbingan dan konseling (BK) di Amerika yang mulai di masyarakat 
oleh F.Parson di kota Boston. Kebutuhan BK mulai dari masyarakat karena 
adanya kebutuhan dan masalah pekerjaan dísana saat itu dan baru kemu-
dian dirasakan kepentingan untuk diberikan di dunia pendidikan atau 
sekolah. Sedangan di Indonesia,BK mempunyai sejarah sendiri karena 
masuk melalui dunia pendidikan atau sekolah maka BK dikenal pela-
yanannya di dunia pendidikan atau sekolah baru melebar atau bergerak 
ke dunia kerja atau karier dengan gencarnya,Bimbingan dan Konseling 
Karier di tahim 1984-an setelah Konvensi Bimbingan dan Konseling IPBI 
ke-5 Hotel Sahid Yogyakarta dilanjutkan dengan Konferensi ARAVAREG 
ke-5 di Hotel Orchid Jakarat. Jurusan dan Program Studi di sekolah dengan 
tujuan untuk mencetak Guru Pembimbing. Tidak heran kalau bimbingan 
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dan konseling lebih kokoh posisinya di dunia pendidikan, apalagi dengan 
keluamya UU No. 2/89 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan 
bahwa BK adalah bagian integral dari pendidikan disamping Administrasi 
Supervisi dan Kurikulum.

Perubahan zaman dan perkembangan ilmu berjalan dengan cepat 
sehinggan Bimbingan dan Konseling tidak hanya dikenal di dunia pendi-
dikan atau sekolah saja karena mulai dirasakan kebutuhan oleh masyarakat 
adanya layanan ini. Berkembangnya penyuluhan Keluarga Berencanan, 
adanya penyuluhan di bidang pertanian menyebabkan kata penyuluhan 
menjadi makin melebar, populer dan dimengerti dengan pemahaman agak 
lain dari Counseling, menyebabkan IPBI dan juga Departemen pendidikan 
dan Kebudayaan waktu itu untuk mengubah nama Penyuluhan dengan 
Konseling sehingga dengan Kurikukul 84,94,dan 2004 dikenal Bimbingan 
dan Konseling atau BK.

Saat ini kata Bimbingan sudah ditinggalkan disosialisasikan 
“Konseling”Tugas yang dilaksanakan Konselor adalah Konseling.Sedangkan 
bimbingan yang digunakan dalam UU No.20 tahun 2003 SPN adalah Kata, 
“Konselor” dan tidak disebut Pembimbing.

Sifat-sifat Konseling diantaranya:
1.	 Pertolongan diarahkan ke peningkatakan kemampuan dalam meng-

hadapi hidup dengan segala persoalannya.
2.	 Pertolongan yang kontinu diberikan atas dasar perencanaan dan pemi-

kiran ilmiah.
3.	 akdivitas dan tanggung jawab bersama antar yang menolong dengan 

ditolong.
4.	 Patolongan yang isi, bentuk dan caranya disesuaikan dengan kebutuhan 

tiap-tiap masalah.
5.	 dapat mencapai kehidupan yang layak dan bahagia di dalam masya-

rakatnya.
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BAB XIII
TUGAS KEPROFESIAN UNTUK 

IMPLEMENTASI KURIKULUM TINGKAT 
SATUAN PENDIDIKAN

A.	 Pengantar
Kepala sekolah, guru dan pengawas sangat banyak berinteraksi dengan 
kurikulum satuan pendidikan. Mereka ini merupakan tenaga profesional 
andalan di bidangnya. Kurikulum merupakan seperangkat rencana yang 
memuat tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 
pedoman kegiatan pembelajaran untuk mecapai kegiatan pembelajaran 
tertentu. Kurikulum yang dikembangkan saat ini dikenal dengan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Istilah yang lebih cocok sesungguh-
nya adalah Kurikulum Sekolah,karèna satuan pendidikan itu banyak dan 
beragam. Dengan KTSP berarti Kurikulum disusun oleh satuan pendidikan 
dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.
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Pengembangan KTSP oleh guru dan tenaga pendidikan di sekolah 
yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menja-
min pencapaian .tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan 
terdiri atas Standar Isi,proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, 
sarana dan prasarana,pengelolaan dan pembiayaan dan penilaian pendi-
dikan. Dua dari kedelapan standar nasional_pendidikan_tersebut, yaitu_
Standar_Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan 
utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. Tujuan 
Panduan Penyusunan KTSP ini untuk menjadi acuan bagi satuan pendi-
dikan SD/MI/SDLB, SM/MTs/SMPLB,SMA/MA/MALB, dan SMK/MAK 
dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan 
pada tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.

B.	 Defenisi dan Prinsip
Seperti yang dijelaskan diatas kurikulum merupakan rencana yang memuat 
bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran 
untuk mecapai kegaitan tertentu. KTSP adalah kurikulum operasional yang 
disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP 
terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan 
muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan 
silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok 
mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi 
dasar, materi pokok/pembelajaran,kegiatan pembelajaran, indikator, peri-
laian, alokasi waktu dan sumber/bahan/alat belajar. Silabus merupakan 
penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi 
pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian 
kompetensi untuk penilaian.



197

BAB XIV
TUGAS KEPROFESIAN UNTUK 

IMPLEMENTASI KURIKULUM TINGKAT 
SATUAN PENDIDIKAN

A.	 Pengantar
Kepala sekolah, guru dan pengawas sangat banyak berinteraksi dengan 
kurikulum satuan pendidikan. Mereka ini merupakan tenaga profesional 
andalan di bidangnya. Kurikulum merupakan seperangkat rencana yang 
memuat tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 
pedoman kegiatan pembelajaran untuk mecapai kegiatan pembelajaran 
tertentu. Kurikulum yang dikembangkan saat ini dikenal dengan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Istilah yang lebih cocok sesungguh-
nya adalah Kurikulum Sekolah,karèna satuan pendidikan itu banyak dan 
beragam. Dengan KTSP berarti Kurikulum disusun oleh satuan pendidikan 
dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.
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Pengembangan KTSP oleh guru dan tenaga pendidikan di sekolah 
yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menja-
min pencapaian .tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan 
terdiri atas Standar Isi,proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, 
sarana dan prasarana,pengelolaan dan pembiayaan dan penilaian pendi-
dikan. Dua dari kedelapan standar nasional_pendidikan_tersebut, yaitu_
Standar_Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan 
utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. Tujuan 
Panduan Penyusunan KTSP ini untuk menjadi acuan bagi satuan pendi-
dikan SD/MI/SDLB, SM/MTs/SMPLB,SMA/MA/MALB, dan SMK/MAK 
dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan 
pada tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.

B.	 Defenisi dan Prinsip
Seperti yang dijelaskan diatas kurikulum merupakan rencana yang memuat 
bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran 
untuk mecapai kegaitan tertentu. KTSP adalah kurikulum operasional yang 
disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP 
terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan 
muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan 
silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok 
mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi 
dasar, materi pokok/pembelajaran,kegiatan pembelajaran, indikator, peri-
laian, alokasi waktu dan sumber/bahan/alat belajar. Silabus merupakan 
penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi 
pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian 
kompetensi untuk penilaian.

Bagi guru dan kepala sekolah, KTSP dikembangkan sesuai dengan 
relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dibawah koor-
dinasi dan supervise dinas pendidikan atau Kantor Departemen Agama 
Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendi-
dikan menengah. Pengembangan KTSP mengacu pada SI dan SKL dan 
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